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PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 253/PMK.04/2011,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
254/PMK.04/2011, PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA
DAN CUKAI NOMOR PER-15/BC/2012, DAN PERATURAN

| DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER-16/BC/2012
(Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-5/BC/2013,
tanggal 4 Maret 2013)

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah DJBC; A. Umum
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Dalam rangka memberikan kepastian hukum
dan Cukai; dan dan menyeragamkan pelaksanaan atas Peraturan
3. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011
Pelayanan Bea dan Cukai, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.

di seluruh Indonesia 04/2011, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan
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PENGLMUMAN T

Cukai Nomor PER-15/BC/2012, dan Peraturan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/
BC/201 2 terkait dengan penggunaan Sistem Kom-
puter Pelayanan Pengembalian dan Pembebasan
terutama pada masa transisi pemberlakuan pera-
turan tersebut diatas, perlu diberikan penegasan
berupa Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan
Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.
04/2011, Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan
Cukat Nomor PER-15/04/2012, dan Peraturan
Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-16/
BC/2012. ‘
Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini mempunyai maksud dan tu-
juan sebagai pedoman dalam memberikan pela-
yanan fasilitas Pembebasan dan Pengembalian
pads Kantor Wilayah DJBC dan Kantor Pelayanan
Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai tempat Pemberitahuan
Pabean Impor (BC 2.0) didaftarkan, dan dalam
penerapan Peraturan Menteri keuangan Noamor
253/PMK.04/2011, Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 254/PMK.04/2011, Peraturan Direktur
Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-1 5/BC/2012,
dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor PER-16/BC/2012 pada masa transisi, de-
ngan tetap memperhatikan pengamanan atas
hak-hak keuangan negara.

C. Ruang Lingkup

1. Penyerahan Konversi yang telah dilakukan se-
cara manual, tetapi belum di unggah (foading)
dalam Sistem Komputer Pelayanan Pengem-
balian dan Pembebasan.

9. Penerbitan Surat Ketetapan Pembayaran
Fasilitas Pengembalian Bea Masuk {SKP.
FPBM), Surat Permintaan Pembayaran (SPP),
Surat Perintah Membayar Kembali Fasilitas
Pengembalian Bea Masuk (SPMK.FPGM) dan
Surat Perintah Membayar Pengembalian Bea
Masuk dan/atau Cukai (SPMK).

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 (BN
No. 5B-19B) tentang Kepabeanan sebagaima-

RATURAN PEMERINTAH

na telah diubah dengan Undang-Undang No-
mor 17 Tahun 2006.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/

~PMK.04/2011 tentang Pengembalian Bea
Masuk yang telah Dibayar atas Impor Barang
dan Bahan untuk Diclah, Dirakit, atau Dipas-
ang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk
Diekspor.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/

PMK.04/2011 tentang Pembebasan Bea Ma-
suk atas Impor Barang dan Bahan untuk Dio-
tah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain
dengan Tujuan untuk Diekspor.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.

04/2005 tentang Tatacara Pengembalian Bea
Masuk, Denda Administrasi dan/atau Bunga.

5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No-
mor PER-15/BC/2012 tentang Tata Laksana
Pengembalian Bea Masuk yang telah Dibayar
atas 'Impor Barang dan Bahan untuk Diolah,
Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain de-
ngan Tujuan untuk Diekspor.

6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor PER-16/BC/2012 tentang Tata Laksa-
na Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang
dan Bahan untuk Dioclah, Dirakit, atau Dipa-
sang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk
Diekspor.

Pokok Pengaturan

1. Penyerahan Konversi yang tetah dilakukan se-
cara manual, tetapi belum di unggah {foading)
dalam Sistem Komputer Pelayanan Pengem-
balian dan Pembebasan:

Pada masa transisi per;erapan Pera-
turan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.
04/2011 jo Peraturan Direktur Jenderal Bea
dan Cukai Nomor PER-15/BC/201 2, Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011
jo Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor PER-16/BC/2012 terdapat banyaknya
penolakan (reject) oleh Sistem Komputer
Pelayanan Pengembalian dan Pembebasan
atas pengajuan laparan pertanggungjawa-
ban penggunaan Bahan Baku (BCLKT.O1/
BCLKT.02) karena Konversi belum di unggah
lloading) dalam Sistem Komputer Pelayanan
Pengembalian dan Pembebasan, meskipun
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PENGUMLIMAN/ PERATURAN PEMERINTAH

Perusahaan/badan usaha telah menyerahkan
Konversi secara manua! sebelum memutai
produksi.

Menindaklanjuti hal tersebut diatas,
agar pengunggahan (/oading) Konversi pada
Sistem Komputer Pelayanan Pengembalian
dan Pembebasan dapat diterima dengan ini
diberikan penegasan sebagai berikut:

a. Perusahaan/badan usaha telah menyerah-
kan Konversi secara manual sebelum tang-
gal realisasi ekspaor:

b. Pelaksanaan pengunggahan (loading) Kon-
versi pada Sistem Komputer Pelayanan
Pengembalian dan Pembebasan dilakukan
sebelum Perusahaan/badan usaha me-
nyerahikan Laporan Pertanggungjawaban
{(BCLKT.01 /BCLKT.02); dan

c. Lapcran Pertanggungjawaban (BCLKT.Ol/
BCLKT.02) sebagaimana dimaksud pada
huruf b harus diunggah (loading) dan telah
memperoleh register selambatiambatnya
tanggal 28 Maret 2013.

. Penerbitan Surat Ketetapan Pembayaran

Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SKP.

FPBM)}, Surat Permintaan Pembayaran (SPP),

Surat Perintah Membayar Kembali Fasilitas

Pengembalian Bea Masuk {SPMK.FPBM) dan

Surat Perintah Membayar Pengembalian Bea

Masuk dan/atau Cukai (SPMK):

Terhadap penerbitan Surat Keteta-
pan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Bea
Masuk (SKP.FPBM), Surat Permintaan Pem-
bayaran (SPP), Surat Perintah Membayar
Kembali Fasilitas Pengembalian Bea Masuk
(SPMK.FPBM), dan Surat Perintah Membayar
Pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai
(SPMK), diberikan penegasan sebagai berikut:
a. Batasan tanggung jawab penerbitan Surat

Ketetapan Pembavaran Fasilitas Pengom-

balian Bea Masuk (SKP.FPBM):

1) Bahwa penelitian laporan penggunaan
bahan baku yang dimintakan pengem-
balian (BCLKT.02) sampai dengan
penerbitan SKP.FPBM dilakukan oleh
Kantor Wilayah DJBC penerbit NIPER
Pengembalian, dengan demikian pene-
litian atas BCLKT.02 sampai dengan
penerbitan SKP.FPBM merupakan ke-

wenangan dan tanggung jawab dan
Kantor Wilayah D.JBC penerbit NIPER
Pengembalian.

2} Kantor Wilayah DJBC penerbit NIPER
Pengembalian ‘menerbitkan asli SKP.
FPBM untuk Kantor Pelayanan Utama
Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai tempat Pem-
beritahuan Pabean Impor (BC 2.0) di-
daftarkan.

3) Dalam hal Kantor Pelayanan Utama
Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan
dan Pelayanan Bea dan Cukai tem-

. pat Pemberitahuan Pabean Impor (BC
" 2.0} didaftarkan lebih dari satu, maka
ash SKP.FPBM dicetak sebanyak jum-
lah Kantor Pelayanan Utama Bea dan
Cukai/Kantor Pengawasan dan Pela-
yahan Bea dan Cukai tempat Pemberi-
tahuan Pabean Impor (BC 2.0) didaf-
tarkan.

b. Batasan tanggung jawab penerbitan Su-
rat Perintah Membayar Kembali Fasilitas
Pengembalian Bea Masuk (SPMK.FPBM)
1) Bahwa penerbitan SPMK.FPBM meru-

pakan kewenangan dan tanggung ja-
wab Kantor Pelayanan Utama Bea dan
Cukai/Kantor Pengawasan dan Pela-
yanan Bea dan Cukai tempat Pemberi-
tahuan Pabean impon (BC 2.0) didaf-
tarkan berdasarkan SKP.FPBM yang
dikirimkan oleh Kantor Wilayah DJBGC
penerbit NIPER Pengembalian.

2) Dalam hal dalam satu register memuat
gabungan Hasil Produksi yang menggu-
nakan bahan baku yang diimpor setelah
1 April 2012 dengan:

a) Hasil Produksi yang menggunakan
bahan baku yang diimpor sebelum 1
April 2012; dan/atau

b) Hasil Produksi yang menggunakan
gabungan bahan baku impor sebe-
lum 1 April 2012 dan setelah 1 April
2012,

penerbitan SPMK.FPBM merupakan ke-

wenangan dan tanggung jawab Kantor




c.

e.

Wilayah DJBC penerbit NIPER dengan
menggunakan format Surat Perintah
Membayar Pengembahian Bea Masuk
dan/atau Cukai (SPMK) sesuai aplikasi/
modul dari Kantor Pelayanan Perbenda-
haraan Negara (KPPN}. .
Tatacara pengujian Surat Ketetapan Pem-
bayaran Fasilitas Pengembalian Bea Masuk
(SKP.FPBM) oleh Kantor Pelayanan Utama
Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai tempat Pemberi-
tahuan Pabean Impor (BC 2.0) didaftarkan:
1) Penguijian dimaksud
dalam Pasal 17 ayat 2 Peraturan Di-

sebagaimana

rektun Jenderal Bea dan Cukai Nomor
PER-15/BC/201 2 dilakukan oleh Kepala
Kanton Pelayanan Utama Bea dan Cu-
kai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea dan Cukai tempat Pemberitahuan
Pabean Impor (BC 2.0) didaftarkan
atau pejabat yang ditunjuk dengan cara
melakukan pengecekan/membandingkan
antara SKP. FPBM yang diserahkan oheh
Perusahaan dengan salinan SKP.FPBM
yang dikirim oleh Kepala Kantor Wilayah
DJBC penerbit NIPER Pengembalian.

2) Tatacara pelaksanaan pengujian seba-
gaimana dimaksud pada angka 1) diatur
dalam Lampiran | Surat Edaran ini.

. Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran

(SPP) sebelum diterbitkan Surat Perintah
Membayar kembali Fasilitas Pengembalian
Bea Masuk {SPMK.FPBM)

1) SPP diterbitkan oleh Pejabat yang
melakukan pengujian SKP.FPBM ke-
pada Kepala Kantor Pelayanan Utama
Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai tempat Pem-
beritahuan Pabean Impor (BC 2.0) di-
daftarkan.

2) SPP sebagaimana dimaksud pada ang-
ka 1) dibuat sesuai contoh format se-
bagaimana dimaksud dalam Lampiran |i
Surat Edaran ini.

Tatacara

permohonan pembayaran

pengembalian bea masuk yang telah
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f.

mendapatkan Surat Ketetapan Pembayaran

Fasilitas Pengembahian Bea Masuk (SKP.

FPBM) diatur sebagai berikut:

1} Perusahaan mengajukan permahonan
dengan menggunakan contoh format
sebagaimana dimaksud dalam Lampi-
ran | Peraturan Menteri Keuangan No-
mor 38/PMK.04/2005 yang ditandata-
ngani oleh pemiliik/penanggung jawab
perusahaan yang tertera dalam NIPER
Pengembalian.

2) Permohonan dilampiri dengan:

a} Asli SKP.FPBM;

b) Asli surat kuasa dari pemilik/penang-
gung jawab ‘Perusahaan, dalam hal
pengurusan permohonan dilakukan
selain pemilik/penanggung jawab Pe-
rusahaan yang tertera dalam NIPER
Pengembalian; dan

c) Asli surat pernyataan bermaterai
yang memuat nomor rekening bank
atas nama perusahaan.

Batasan tanggung jawab penerbitan Surat

Perintah Membayar Pengembalian Bea Ma-

suk dari/atau Cukai (SPMK}):

1) Penerbitan Surat Perintah Membayar
Pengembalian Bea Masuk dan/atau Cu-
kai (SPMK) untuk penyelesaian bahan
baku gabungan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 28 Peraturan Direktur Jen-
deral Bea dan Cukai Nomor PER-15/
BC/2012 merupakan kewenangan dan
tanggung jawab Kantor Wilayah DJBC
penerbit NIPER.

2) Surat Perintah Membayar Pengem-
bahian Bea Masuk dan/atau Cukai
(SPMK) yang diterbitkan berdasar-
kan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 580/KMi.04/2003 jo Kepu-
tusan Direktur Jenderal Bea dan Cu-
kai Nomor KEP-205/BC/2003 dan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
37/KMK.04/2005 dilakukan oleh
Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan
pads Kantor Wilayah DJBC penerbit
NIPER.

e




Demikian disampaikan untuk dilak-
sanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2013
DIREKTUR JENDERAL,
ttd.
AGUNG KUSWANDONO
NIP 196703291991031001

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

3. Kepala Pusat Kepatuhan Internal Kepabéanan dan
Cukai

LAMPIRAN |

TATACARA PELAKSANAAN PENGUJIAN SURAT
KETETAPAN PEMBAYARAN FASILITAS
PENGEMBALIAN BEA MASUK (SKP.FPBM)

TERKAIT PENGAJUAN PERMOHONAN
PEMBAYARAN PENGEMBALIAN BEA MASUK

Pelaksanaan pengujian Surat Ketetapan Pem-
bayaran Fasilitas Pengembalian Bea Masuk {SKP,
FPBM) terkait pengajuan permohonan pembayaran
pengembalian Bea Masuk dilakukan dengan tahapan
sebagai berikut:

1. Dalam hal Kantor Wilayah DJBC penerbit NIPER
Pengembalian telah menerbitkan SKP.FPBM, se-
fain melakukan pengiriman secara manual/melalui
pos, juga dibaruskan mengirimkan copy (scan)
SKP.FPBM tersebut melalui media elektronik be-
nupa emas/ dan/atau fax kepada Kepala Kantor
Pelayanan Utama Bea dan Cukai cq. Kepala Bi-
dang Perbendaharaan dan Keberatan atau Kepala
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cu-
kai tempat Pemberitahuan Pabean Impor (BC 2.0)
didaftarkan:

2. Untuk kepentingan pengamanan pengiriman do-
kumen melalui media elektronik sebagaimana
dimaksud butir 1 diatas, SKP.FPBM dikirim dari
alamat email dan/atau nomor fax Kepala Bidang

PENGUMUMAN/ PERATURAN PEMERINTAH

Fasilitas Kepabeanan Kantor Wilayah DJBC
penenbit NIPER Pengembalian kepada alamat
emaj/ dan/atau nomor fax Kepala Kantor Pela-
yanan Utama Bea dan Cukai cq. Kepala Bidang
Perbendaharaan dan Keberatan atau Kepala Kan-
tor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
tempat Pemberitahuan Pabean impor (BC 2.0)
didaftarkan, yang disepakati dipengunakan untuk
jalun komunikasi terkait Fasilitas Pengembalian
Bea Masuk;

‘Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea

dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai tempat Pemberita-
huan Pabean Impor (BC 2.0) didaftarkan telah
menerima permohonan pembayanan Bea Ma-
suk dan perusahaan dilampiri SKP.FPBM yang
diterimanya dari Kantor Wilayah DJBC penerbit
NIPER Pengembalian, Kepala Kantor Pelayanan
Utama Bea dan Cukai cq. Kepala Bidang Per-
bendaharaan dan Keberatan atauy Kepala Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau
Pejabat yang ditunjuk melakukan pengecekan
emai/ dan/atau fax dan Kepala Bidang Fasili-
tas Kepabeanan Kantor Wilayah DJBC penerbit
NIPER;

Copy SKP.FPBM yang diterima melalui media
elektronik oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama
Bea dan Cukai cq. Kepala Bidang Perbendaharaan
dan Keberatan atau Kepala Kantor Pengawasan
dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat Pemberi-
tahuan Pabean Impor (BC 2.0) didaftarkan dapat
dipergunakan sebagai alat pengujian sebagaima-
na dimaksud pada Pasal 17 'ayat 2 dari PER-15/
BC/2012;

Bentuk pengujian sebagaimana dimaksud pada
Pasal 17 ayat 2 dari PER-15/BC/2012 dilakukan
dengan cara mencocokan SKP.FPBM yang diteri-
ma dari perusahaan dengan salinan SKP.FPBM
yang dikirim oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC
dan/atau copy SKP.FPBM yang diterima melalui
media elektronik;

Dalam hal hasil pengujian SKP.FPBM kedapa-
tan sesuai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea
dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai tempat Pemberita-
huan Pabean Impor (BC 2.0) didaftarkan atau
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pejabat yang ditunjuk melakukan tahapan se- dan Cukai tempat Pemberitahuan Pabean Impor
lanjutnya sesuai dengan Pasal 17 dari PER-15/ ' (BC 2.0) didaftarkan melalui media elektronik pa-
BC/2012; ling 'ambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya
7. Dalam hal hasil pengujian SKP.FPBM terdapat permintaan konfirmasi;
ketidaksesuaian, Kepala Kantor Pefayanan Utama 10. Dalam hal Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan
Bea dan Cukai cg. Kepala Bidang Perbendaharaan Kantor Wilayah DJBC penerbit NIPER Pengem-
dan Keberatan atau Kepala Kantor Pengawasan balian menyatakan SKP.FPBM tidak sesual,
dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat Pemberita- Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cu-
huan Pabean Impor (BC 2.0) didaftarkan melaku- kai ¢q. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Ke-
kan konfirmasi kepada Kepala Bidang Fasilitas beratan atau Kepala Kantor Pengawasan dan
Kepabeanan Kantor Wilayah DJBC penerbit SKP. Pelayanan Bea dan Cukai tempat Pemberita-
FPBM dimaksud; huan Pabean Impor (BC 2.0) didaftarkan me-
8. Bentuk konfirmasi dilakukan dengan cara mengi- nyampaikan surat pemberitahuan " penolakan
rimkan copy scan SKP.FPBM yang diterima dari permohonan pembayaran pengembalian kepada
perusahaan kepada Kepala Bidang Fasilitas Kepa- perusahaan, dengan tembusan kepada Kepala
peanan Kantor Wilayah DJBC penerbit SKP.FPBM Kantor Wilayah DJBC penerbit NIPER Pengem-
dimaksud melalui media elektronik; balian.
9. Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan Kantor
Wilayah DJBC penerbit NIPER Pengembalian wa- DIREKTUR JENDERAL,
jih memberi jawaban konfirmasi kepada Kepala ttd.
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai cq. Ke- AGUNG KUSWANDONO
pala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan atau NIP 196703291991031001

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea

LAMPIRAN Il
FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
KOP SURAT
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
IDALAM RANGKA FASILITAS PENGEMBALIAN BEA MASUK)
Nomor
Tanggal @ coeesereesionnis
Lampiran :

| Kepada Yth. Kepala Kantor ................
di tempat \

| . Berdasarkan pengujian Surat Ketetapan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Bea Masuk {SKP.FPBM)
NOMOr ovviiiiiiiienns Tanggal .....ococveennne antara yang diserahkan oleh Perusahaan ................... dengan sa-
linan SKP.FPBM yang dikirim oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU ............. (penerbit NIPER Pengem-
balian) didapatkan hasil sesuai.

Berdasarkan SKP.FPBM dimaksud bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran dengan penerbitan
Surat Perintah Membayar Kembali Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SPMK.FPBM) atas nama: |
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Nama Wajib Pajak
Alamat

NIPER

NPWP

Pemilik Rekening
Pads Bank

Nomor Rekening
Sejumlah

................ tanggal =l o e
Kepala Kantor Pabean/Kepala KPU BC/
Pejabat Yang Ditunjuk

DIREKTUR JENDERAL,
ttd.
AGUNG KUSWANDONO

NIP 19670329199171031001

{BN )

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PUSAT LAYANAN
USAHA TERPADU KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL,
DAN MENENGAH MELALUI TUGAS PEMBANTUAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN

MENENGAH TAHUN 2013

(Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Rl,
Nomor 02/PER/M.KUKM/I/2013, tanggal 29 Januari 2013)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA rasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL memberikan jasa-jasa layanan yang komprehensif
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA, dan mampu mengintegrasikan seluruh sumberda-

Menimbang:

yva produktif yang tersedia baik dari Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah dan Stakeholders ter-

a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan kait lainnya;
daya saing usaha KUMKM serta pengembangan b. bahwa untuk kelancaran proses perencanaan,
wirausaha baru, perlu didukung dengan penyedi- pengadaan, pelaksanaan pembangunan, peman-
aan sarana Pusat Layanan Usaha Terpadu Kope- tauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pro-

Lnd




